
BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATl KUTAI TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

Menimb.ang

Mengingat

DENGAN RAHM.l\T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTATTIMUR,

bahwa lJ.tnu¥ m.el.ak~all:.an ketennian Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 ten tang

Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tcntarn g

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 3962);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor .549.5) sebagaimana telah diuhah dengan Undang-

Undang NomOI' 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja

(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11

Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nornor 123, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubab

beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pclaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 5558), sebagaimana telah diubab

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintab

Nornor 8 Tahun 2016 Perubaban Kedua Atas Peraturan

Pemerintah ...
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Pemerintah Nomor 60 Tabun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tabun 2020 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 266);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2018

tentang Pcngelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tabun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentan~ Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020

t€ntang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tabun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

TAHUN ANGGARAN2021.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerab adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3, Desa .ad.alMl kesanian masvarakar hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan Zatau hak tradisional yang diakui dan dihorrnati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.Dana ...
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4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyel.enggaraan pernerintahan, pelaksanaan pemhangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Desa.

6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

7. .Jurnlah Desa adalah jurnlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

8. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut }\J.?BDesa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program darr/atau kegiatan

yang didahulukan dan diutarnakan daripada pilihan kegiat.an lainnya untuk

dibiayai dengan Dana Desa.

10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah

rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri

Keuangan sclaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

penenmaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank

sentral.

11. Rekening Kas Umum Daerah, yang seJanjutnya disingkat RKUD, adalah

rekening ternpat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh

pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat

menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerirnaan

Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang

ditetapkan.

13. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan

pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonorni,

dan ketahanan ekologi S€Cara berkelanjutan,

)4. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi surnber daya sosial,

ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta

mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

15. Desa ...
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15. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena

masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak

berkcmampuan mengeiola potensi surnber daya sosial, ekonomi, dan ekologi,

serta rnengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

16. Baniuan Langsung Tunai Desa yang sclanjutnya disebut BLT Desa adalah

pcmberian uang turiai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang

bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya

pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa

di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021.

(2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal3

(1) Bupati rnelakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.

(2) Rineian Dana Desa Setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar setiap Desai

b. alokasi afrimasi setiap Desai

c. alokasi kinerja setiap Desa; dan

d. alokasi formula setiap Desa.

Pasa14

Alokasi dasar setia Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibagi

secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan

ketentuan:

a. Rp 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh

puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan

100 (seratus) jiwa;

b. RJ)....
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b. Rp 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu)

sampai dengan 1.000 (seribu] jiwa;

c. Rp 641.5'74.000,00 (enam ratus empat pulun satu juta lima ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jurnlah penduduk 1.001 (seribu satu)

sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

d. Rp 721 .676.000,00 {tUjUA i'atus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu)

sampai dengan 10.000 [sepuluh ribu) jiwa; dan

e. Rp 801.576.000,.00 (delapan ratus satu juta lima rams tujuh puluh enam ribu

rupiah) bagi Desa denganjumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal5

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

diberikan pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Desa = (0,01 x DD / {(2x DST) + (1 x DT)}

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi p€r Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggi

= Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk

miskin tinggi.

(3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa 'l'ertinggal yang memiliki jumlah

DT

penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per

Desa.

(4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Bangat Tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi

per Desa.

(5) Desa ...
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(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin

Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan

oleh Kementerian Keuangan.

PasaI6

(1) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,

dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik yang dipilih sebanyak 10% [sepuluh

persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja

terbaik.

(2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

huruf c dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. kriteria utarna, yaitu Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi; dan

b. kriteria kinerja berdasarkan variabel:

1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

3. capaian keluaran (outpu~ Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima

persen); dan

4. capaian hasil (outcome) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga

puluh lima persen).

(3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dihitung

dengan rumus:

AKDesa ; (0,03 x DO) / (0, 1 x Jumlah Desa]

Keterangan:

AKDesa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DO = pagu Dana Desa nasional

Jurn!ah Desa = jurnlah Desa nasional

Pasal7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang bersumber

dari Kementerian yang bcrwenang dan /atau lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal ...
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Pasal8

(1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot:

a. 10"/0 (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk,

b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kerniskinan;

c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan

d. 30010(tiga puluh persenj untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = [(0,10 x ZI) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)J x AF Kab

Keterangan:

AF Desa Alokasi Formula setiap Desa

21 rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

di Kabupaten Kutai Timur

Z2 rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa di Kabupaten Kutai Timur

Z3 rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah

Kabupaten Kutai Timur

Z4 rasio TKOsetiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten Kutai

Timur

AFKab Alokasi Formula Kabupaten Kutai Timur.

Pasal9

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa disusun dan ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan data dari kernenterian yang berwenang darr/atau lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 10

(1) Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2020 yang tidak dianggarkan kembali

akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran

Dana Desa tahap Il untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021

setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(2) DaJam ".
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(2) Dalam hal Dana Desa tahap 1lI tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada

penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.

BAB 111

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUNke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan

melalui pcmotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan

Dana Desa Ire RKD sebagaimana dimaksud pada .ay.at. (2) dilaksanakan

berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:

L 40% (empat puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kcbutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dcngan

bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan

bulan kelima paling cepat bulan .Januari untuk bulan kesatu dan paling

cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai

dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40°1), (empat PJJIJJh persen) dan pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:

1. 400/0 (empat puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan

bulan kesepuluh paling ccpat bulan Maret;

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan

bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keen am dan

paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh

sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap ...
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c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:

1. 200
/0 (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kcscbelas sampai dengan

bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan

bulan 1~~p..lIabelas paling ccpat bulan November untuk bulan kesebelas

dan paling cepat akhir bu Ian November bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa

berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 {dual tahap. dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:

1, 60% (enam puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan

bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sarnpai dengan

bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kcsatu dar'!

paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua

sarnpai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap n sebesar 40% (empat puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:

1, 400/0 (empat puluh persen) dad pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sarnpai dengan

bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke delapan sarnpai

dengan bulan ke duabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan

ke delapan dan paling cepat masing=masing bulan berkenaan untuk

bulan ke sembilan sampai dengan bulan ke sebelas, serta paling cepat

akhir bulan November untuk bulan kc duabelas.

(6) Dalam rangka penyampaian dokurnen persyaratan penyaluran Dana Desa

untuk Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan

dokumen persyaratan penyaluran kcpada Bupati secara lengkap dan benar

dengan ketentuan:

a, tahap ...
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a. tahap I berupa Peraturan Dcsa mengenai APB Desa;

b. tahap 11:

1. Japoran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I

menunjukkan rata-rata realisaei penyerapan paling sedikit sebesar 50%

(lima puluh perseratus] dan rata-rata capaian keluaran mcnunjukkan

paling sedikit sebesar 350/0 [tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa

tahap 1yang telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat

BLT Dcsa atau peraturan Kepala Desa mengcnai penetapan tidak

terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. Berita acara konfirrnasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa

Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tabun Anggaran 2018 di RKD

an tara Pemerintah Daerah dan Pernerintah Desa.

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai

dengan

sedikit

tahap 11 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling

sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima

persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran

sebelumnya.

(7) Dalam rangka penysrnpaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
untuk Desa berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala

Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara

lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa:

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran scbclurnnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 500/0

(lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan

paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa

tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan ...



· 12·

3. Peraturan Kepala Desa mengenai pcnetapan keluarga penerirna manfaat

BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak

terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

4. laporan konvergensi pencegahan stuniinq tingkat Desa tahun anggaran

sebelumnya; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun

anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara

Pcmcrintah Daerah dan Pemerintah Desa,

(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2 dan

huruf c angka 1 serta ayat (7) huruf b angka 2 dihitung bcrdasarkan rata-rata

persentase capaian keluaran dad seluruh kegiatan setiap Desa,

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2 dan huruf c angka I serta ayat (7)

huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,

sltat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian

keluaran,

(to)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belurn

memenuhi kebutuhan input data, Kcpala Desa menyampaikan permintaan

perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(11)Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu

pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian D.alam Negeri.

(12)Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa

hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan olch Kementerian
Desa, Pembangunan Dacrah Te.rtinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

BABIV

PENGGUNAANDANADESA

Pasal12

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan

p~.ng~.m.!;lang;m.§~kt9JPTIPJjj:g1l Qi Des!'!,

(2) Pemulihan ekonorni sebagairnana dimaksud pad a ayat (1), berupa jaring

pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan

menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui

Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan ...
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(3) Pengcmbangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian,

peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas

kesehatan.

(4) Jaring pcngaman sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa

menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prio=itas penggunaan Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVlD-19).

(6) Pcnggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara

swakelola dengan menggunakan sumber dayaj'bahan baku lokal, dan diupayakan

dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal14

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk rnembiayai kegiatan yang tidak termasuk

dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagai dimaksud pada ayat (1) Bupati

memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah terperiuhi.

(3) Persetujuan Bupati eebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saar

evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal15

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tennasuk

pelaksanaan BLT Desa

(2) Pernerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana

Desa.

Pasal ...



- 14 -

Pasal 16

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 17

(J) Setiap Pengeluaran belanja alas beban APBDesa hams didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pcngesahan dan

Sckrctaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti

dimaksud.

(3) Pcngeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat

dilakuken sebelum rancangan peraturan Desa ten tang APBDesa ditetapkan

menjadi peraturan Desa.

(4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya,

wajib menyetorkan seluruh penerirnaan potongan dan pajak yang dipungutnya

ke rekening kas Daerah dan kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BABV

PELAPORANDANADESA

Pasal18

(1) Kcpala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa scbagaimana

dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun

anggaran sebelumnya;

b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran

scbelumnya; dan

c. laporan realisasi penyerapan Dana Oesa dan capaian keluaran sampai

dengan tahap II.

(3) Laporan ...
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(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

disarnpaikan paling lamb at tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan

tahap 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling

lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat -penlutakhi.J'sn capaian keluaran setelah batas waktu

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),

Kepala Desa dapat menyampaikannya pernutakhiran capaian keluaran kepada

Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAS VI

PEM..M'l'TAUAN DAN RVALUASI

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. sisa Dana Desa di RKD; danj'atau

b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal20

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD,

Bupati:

a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD

tersebut; dan/atau

b. meminta aparat pengawas internal Pemerintah Dacrah untuk melakukan

pemeriksaan.

BAS VII

SANKSl

Pasal21

(1) Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan danj'atau tahun anggaran

berikutnya dapat dihentikan, dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:

a. Kepala ".
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a. Kepala Dcsa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan

sebagai tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan

status hukum.

(2) Bupati melakukan pernantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan

Dana Dcsa yang rnelibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hJJrJ.JffJ..

(3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati

menyampaikan permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada

Kernenterian Keuangan c.q Direktorat .Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I),

berdasarkan:

!3,. sural permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada i'l.Y!3,t (~); atau

b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b.

(~) 'p~J)g_b~ntian peJJyruYJM DalJa D~g berdasaJ.kalJ ~J.lra~p~rmphpnan dan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi

dari kernentcriau/Iembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat

dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap TTuntuk

Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran

Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

Pasal22

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (4) huruf a bcrhak rnendapat penyaluran Dana Desa pada tahun

anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.

(3) Pengecualian ...
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(3) Pengecualian alas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Dcsa

dari Bupati paling lambat tangga130 .Juni tahun anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan perighentian pcnyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan

status hukum tersangka, pernulihan status hukurn tersangka, danj'atau

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Dcsa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerirna surat rckomendasi

pencabutan penghentian pcnyaluran Dana Desa dari kementeriarr/Iembaga

terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran beIjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30

Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran

berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal 23

(I) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 [sembiIan)

bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa

sebesar 500/0 (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada

tahap II tahun anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Dcsa

khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup

anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan daJam peraturan Kepala Desa yang

dikctahui Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bupati ...



- 18 -

(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi online

monitoring sistem perbendabaraan dan anggaran negara (OM SPAN).

Pasal24

(1) Dalam hal Pemcrintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua

be las) bulan tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pernotongan Dana Desa

sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada

tahap II tahun anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pernerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa

khusua/rnusyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga pencrima

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah insidentil scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang

diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disarnpaikan

oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus

fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan

dan anggaran negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap

II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII

KETENTUANLAlN-LAlN

Pasal 25

(1) Kepala Desa mclakukan rekonsiliasi data kurnulatif sisa Dana Desa

tabun anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling

lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April

2021.

(3) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei

2021.

BAB ...
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BAB V1X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan eli Sangatta

pada tanggal 4 Januar1 2021

UR,
'"

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARTS DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

~AH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2
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